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<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988 - 1993 di bidang hukum dinyatakan bahwa
pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan
hasil - hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat
menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya
pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata serta menimbulkan dan mengembangkan
disiplin nasional dan rasatanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.

<br><br>

Selanjutnya GBHN Tahun 1988 - 1993 tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan hukum
perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antaralain kondisi dan
unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang undangan baru yang sangat dibutuhkan
untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta
tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang claim masyarakat.

<br><br>

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah
berpartisipasi aktif karena hukum Islam ini bersumber pada sumber yang abadi, yaitu al-Qur'an dan as-
Sunnah, serta dilengkapi pula dengan Ijtihadlar-Rayu, yang manifestasinya berupa Ijma dan Qiyas. Suatu
kenyataan pula bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama | slam, dan karenanya dapat dipahami
apabila ada keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional pihak berwenang mengindahkan hukum Islam.
<br><br>

Salah satu upaya menuju ke arah pembangunan hukum sebagaimana ketentuan di dalam GBHN tersebut,
yang berhubungan dengan perkawinan dan hukum fikih Islam telah ada yaitu Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan melalui
peraturan pel aksanaannyayaitu PP N0.9 Tahun 1975, berlaku secara efektif mulai Tanggal 1 Oktober 1975.
<br><br>

Undang-Undang ini mengatur tentang perkawinan secara nasional, jadi berlaku bagi semua golongan dalam
masyarakat Indonesia. Adanya undang-undang yang bersifat nasional ini memang mutlak perlu bagi suatu
negara dan bangsa seperti Indonesia karena selain sifatnya yang nasional itu, juga menampung prinsip-
prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selamaini berlaku dan menjadi pegangan bagi

berbagai golongan dalam masyarakat.
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